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Abstract—Wakalah wal murabahah is a sale and purchase
in which Islamic financial institutions represent saripthe
purchase of products to customers by providing customer goods
to Islamic financial institutions and the institution provides a
murabahah contract and determines the margin and payback
period agreed by both parties. This study aims to determine the
handling of problematic wakalah wal murabahah financing at
Bank BTPN Syariah KCP Patrol Indramayu district. The
method used in this study uses descriptive qualitative research.
The type of research used in this research is through observation,
interviews and documentation in handling problematic financing
using an empirical juridical approach The results of this study
can be concluded that Bank BTPN Syariah KCP Patrol
Indramayu district in its implementation is in accordance with
the wakalah wal murabah contract and is in accordance with
Islamic law because in representing and providing financing at
different times. non-compliance with Bank Indonesia regulation
No. 13/09/2011, namely with rescheduling, reconditioning, and
restructuring systems.

Keywords: Wakalah Wal Murabahah, Troubled Financing
Handler, Bank BTPN Syariah

Abstrak—Wakalah wal murabahah merupakan jual beli
yaitu lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk
kepada nasabah dengan memberikan barang nasabah kepada
lembaga keuangan syariah dan pihak lembaga memberikan
akad murabahah serta menentukan margin dan jangka waktu
pengembalian yang disepakati keduabelah pihak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan wakalah
wal murabahah bermasalah di Bank BTPN Syariah KCP Patrol
kabupaten Indramayu.Metode yang digunakan dalam penelitian
ini mengunakan kualitatif deskriptif jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini melalui observais, wawancara
dan dokumentasi dalam penangan pembiayaan bermasalah
mengunakan pendekatan yuridis empiri.Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten
Indramayu dalam penerapannya sudah sesuai dengan akad
wakalah wal murabah dan sudah sesuai dengan hukum Islam
karena dalam mewakilkan dan memberikan pembiayaan di
waktu berbeda.Praktik penanganan pembiayaan yang
dilakukan oleh Bank BTPN Sayriah KCP Patrol terdapat
ketidak sesuaian dengan peraturan Bank Indonesia No

13/09/2011yaitu dengan sistem penjadwalan
kembali (rescheduling), (reconditioning), dan (restructuring).
Kata Kunci : Wakalah Wal Murabahah, Penangana

Pembiayaan Bermasalah, Bank BTPN Syariah
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I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan peraturan dan kegiatan
ekonomi di pemerintahan atau masyarakat yang dijadikan
petunjuk, aturan dan mempelajari perilaku ekonomi yang
diatur berdasarkan hukum Islam dan didasari agama seperti
tauhid, rukun iman dan rukun Islam. Bank BTPN Syariah
KCP patrol kabupaten Indramayu menawarkan produk
pembiayaan berupa Paket Masa Depan (PMD) yaitu
pembiayaan yang di berikan kepada sekleompok ibu rumah
tangga pra/sejahtera sebagai modal usaha dengan
menerapkan akad wakalah wal murabahah, menurut Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) No:04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah yaitu kerjasama antara dua pihak atau
lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak

memberikan porsi dana masing-masing. Sedangkan
menurut Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) MuUI
No0.10/DSN-  MUI/IV/2000 tentang  wakalah yaitu

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan
syariah pasal 1 (ayat 1) segala sesuatu menyangkut tentang
Bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencangkupi
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya. Yang bersumber pada
hukum islam dan berprinsip syariah. Oleh karena itu Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan
usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran dana dan prnghipunan dana sebagiamna diatur
Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah Pasal 35 ayat guna mencegah ketidakadilan dan
kedholiman dalam memperoleh dan menggunakan sumber
daya materi.

Setiap kegiatan usahanya Bank BTPN Syariah KCP
patrol kabupaten Indramayu dalam pemberian pembiayaan
paket masa depan tentunya akan selalu berhadapan dengan
berbagai jenis resiko yang mengganggu kelangsungan
usaha atau kegiatan usaha yang disebabkan oleh faktor
internal maupun eksternal dimana hal
tersebut mengakibatkan pembiayaan bermasalah yaitu
pembiayaan yang menurut Kkualitasnya didasarkan atas
kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban
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untuk  membayar bagi hasil serta  melunasi
pembiayaannya.oleh karena itu Bank BTPN Syariah KCP
patrol kabupaten Indramayu dituntut untuk melakukan
manajemen risiko dan restrukturisasi pembiayaan sebagai
standar yang harusdipenuhi oleh Bank Umum Syariah
(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam penanganan
pembiayaan bermasalah. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 13/23/PBI/2011 dan No. 13/09/PBI/2011 pasal 4 ayat
7. Berdasarkan latar belakang yang telah diuranikan, maka
perumusan masalah dalam penelitian inisebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wakalah wal
murabahah pada Bank BTPN Syariah KCP patrol
kabupaten Indramayu?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad
wakalah wal murabahah pada Paket Masa Depan
(PMD) Bank BTPNSyariah?

3. Bagaimana Kkesesuaian proses  penanganan
pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah
pada Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten
Indramayu dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No0.10/18/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan
bagi Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana diubah Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No 13/09 /20117

II.  LANDASAN TEORI

A. Pengertian wakalah

Wakalah secara bahasa perlindungan (al-hifzh),
pencukupan (al- kifayah), tanggungan (al-dhamah) atau
pendelegasian (al-tafwidh) artinya menyerahkan sesuatu. (F,
1967) Sedangkan memurut istilah Wakalah berasal dari
wazan wakalayakiluwaklan yang berartimenyerahkanatau
mewakilkan urusan, sedangkan menurut
ilmu figih wakalahmerupakan pelimpahan kekuasaan oleh
satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh
diwakilkan. Para ulama pun sepakat bahwa wakalah di
perbolehkan dan ada yang mensunnahkan dengan alasan
bahwa hal tersebut merupakan jenis ta’awun (tolong-
menolong) atas dasar kebaikan dan tagwa.

B. Dasar Hukum Wakalah

Tolong menolong di serukan oleh al-Qur’an dan di
sunnahkan para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa
wakalah di perbolehkan Rasulullah SAW.(Ifghania Farras,
2019)

Al Quran Q.S. Al-Kahfi (18) ayat ke 19.
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“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar
mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah

salah seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah
kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada
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(disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi):
“Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu
berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara
kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih
baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu,
dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

C. Rukun dan syarat wakalah

Rukun wakalah yaitu orang yang memberi kuasa (al-
Muwakkil), orang yang diberi kuasa (al-Wakil), perkara atau
hal yang dikuasakan (al-Taukil) dan pernyataan
kesepakatan (ljab dan Qabul) sedangkan syarat wakalah
terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan ijab dan
gabul. ljab dan gabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan,
isyarat atau perbuatan atau tindakan meskipun orang yang
mewakilkan telah melakukan ijab namun orang yang dituju
untuk menerima perwakilan menolak maka wakalah
semacam ini tidak sah. Oleh karena itu, persyaratan yang
terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus
cakap hukum, berakal dan baligh.

Murabahah menurut bahasaribh (keuntungan, laba,
margin) yaitu transaksi jual beli dengan harga jual sebesar
harga pokok ditambah margin (keuntungan) yang disepakati
dan penjual memberitahukan harga pokok barang kepada
pembeli. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)
No0.04/1V/2000 bahwa murabahah didefinisikan sebagai
kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba.

D. Dasar hukum murabahah

Al- -qur "anSurat An-Nisa [4] :29
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“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
(tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang
kepadamu”

E. Rukun dan Syarat

sedangkan dalam rukun terdapat yaitu penjual
(bai),pembeli (musytari), barang (mabi)danSigat dalam
bentuk ijab gabul sedangkan dalam syaratnya pembeli
mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang
hendak dibeli, penjual dan pembeli setuju dengan tambahan
harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan, barang
yang dijual belikan bukanlah barang ribawidan barang
tersebut telah dibeli dari pihak lain maka jual beli yang
pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.

Dapat di simpulkan bahwa wakalah wal murabahah
merupakan jual beli dimana lembaga keuangan syariah
mewakilkan pembelian produk kepada nasabah, setelah
produk didapatkan oleh nasabah yang ditandai dengan
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penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan
syariah dan pihak lembaga memberikan akad murabahah
dan harga barang tersebut jelas maka pihak lembaga
menentukan margin dan jangka waktu pengembalian yang
akan disepakati keduabelah pihak.

F. Pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank Syariah

Skema pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank
BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu
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2.1 skema pembiayaan wakalah wal murabahah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan
penyedian uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan
antara Bank dengan pihak lain dan mewajibkan
mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

G. Pembiayaanbermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang
menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan
terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi
kewajiban.

Sebab-Sebab pembiyaan bermasalah yaitu hutang atau
kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, marginatau
bagi hasil tidak dibayar, membengkaknya biaya yang
dikeluarka dan turunnya kesehatan pembiayaan (finance
soundness).

H. Penanganan pembiayaan bermasalah

Penanganan pembiayaan merupakan yang biasa
dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan
langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha
Penanganan pembiayaan menurut Al-quran surat Al-

bagarah ayat 280 o \ .
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“Dan jika ( orang yang berutang ) itu dalam kesulitan
untuk melunasi atau bila dia membayar utangnya akan
terjerumus dalam kesulitan maka berilah dia tenggang
waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh
kelapangan.(Madjid, 2018) Jangan menagihnya jika kamu
tahu dia dalam kesulitan apalagi dengan memaksanya untuk
membayar.Dalam  menjaga kelangsungan usaha dan
meminimalisasi risiko kerugian Bank Syariah dan Unit
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Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan
salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan
restrukturisasi  pembiayaan  langkah-langkah  yang
dilakukan:
1. Penjadwalan kembali (rescheduling)
yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban
nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (reconditioning)
yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan
pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban
nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank,
3. Penataan kembali (restructuring)
yaitu perubahan persyaratan pembiayaan

ITI. METHODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian
ini amenggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu
terdapat kata yuridis yang berarti hukum atau das sollen dan
“empiris” yang berartikan hukum sebagai kenyataan sosial,
kultural atau das sesin, pendekatan yuridis empiris dalam
penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum
(data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di
lapangan.

B. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Yaitu penelitian yang dilakukan di Bank BTPN Syariah
KCP Patrol kabupaten Indramayu

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek di
mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber
data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung
oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data
primer dapat diperoleh melalui observasi,
dilapangam, eksperimen ataupun kuesioner. Dalam
penelitian ini data primer Dalam penelitian ini data
primer didapatkan dari pihak-pihak yang terkait
yaitu wawancara dengan Indah Permata Sari
sebagai pembina setra Bank BTPN Syariah KCP
Patrol

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
sumber-sumber yang telah ada. Yang didapatkan
melalui Standard Operanting Procedur (SOP)
dalam melakukan pembiayaan dan rangka
memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan OJK serta
untuk menghindari kegagalan usaha dan risiko
konsentrasi  penyediaan dana bank wajib



menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain dalam
menyalurkan penyaluran dana dan melakukan
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta
pengendalian risiko terkait dengan
aktivitasbisnisnya.(Pusat, 2020)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data
penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a.

Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan
untuk  mengumpulkan data melalui  suatu
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik ra
langsung ataupun tidak langsung mengenai objek
penelitian  disertai  pencatatan  pencatatan.
Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam
penelitian ini dilakukan secara langsung di Bank
BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu
untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan
pembiayaan wakalah wal murabahah dan dalam
penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank
BTPN Syariah KCP Patrol

Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dari komunikasi
langsung antara peneliti dengan responden.
Wawancara merupakan suatu tanya jawab lisan, di
mana dua orang atau lebih bertukar informasi dan
ide-ide dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini
peneliti melakukan wawancara dengan salah satu
pembina sentra Bank BTPN Syariah KCP Patrol
yaitu Indah Permata Sari melalui media sosial
whatsapp dengan memberikan  pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan langsung dengan
penelitian yang dibahas.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan
dalam memperoleh informasi dari sumber tertulis
serta dokumen-dokumen, dapat berupa buku,
peraturan-peraturan, catatan harian dan lain
sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu
berupa bukti-bukti pada pengajuan  dan
pengembalian pembiayaan di Bank BTPN Syariah
KCP Patrol

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses penyusunan
data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang
telah diperoleh dari hasil observasi dilapangan, wawancara,
dan dokumentasi untuk dibuat kesimpulan sehingga dapat
dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain.

a.

Reduksi Data

Mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang
didapat. Setelah data-data terkumpul, kemudian
dipilih mana data yang penting atau data yang
sesuai dengan penelitian yang sedang penulis teliti.
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Selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah
untuk memecahkan masalah, penemuan untuk
menjawab rumusan permasalahan penelitian yang
terkait dengan pembiayaan wakalah wal murabahah
pada Bank BTPN Syariah ditinjau dari mekanisme
penanganan  pembiayaan  bermasalah  yang
dilakukan olen Bank BTN Syariah KCP Patrol.
Dengan kata lain reduksi data dijadikan alat umtuk
memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian data pada penelitian ini dilakukan oleh
peneliti dengan menyusun kumpulan informasi
yang di peroleh dari salah satu pegawai Bank
BTPN Syariah, hal ini bertujuan untuk
mempermudah peneliti dalam menganalisis data.
Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesmpulan dilakukan selama proses
penelitian berlangsung, setela data terkumpul
cukup memadai maka selanjutnya diambil
kesimpulan sementara, dan setelah data benar-
benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.
Sehingga didapatkan hasil penelitian berupa
kesimpulan mengenai pembiayaan wakalah wal
murabahah pada Bank BTPN Syariah KCP Patrol
ditinjau dari mekanisme penanganan pembiayaan
bermasalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan wakalah wal murabahh pada Bank BTPN
Syariah KCP Patrol kabupaten Indaramyu

1.

Bank BTPN Syariah KCP Patrol menawarkan
produk berupa paket masa depan Kkepada
sekelompok ibu rumah tangga di desa sukra,

Calon nasabah mengajukan pembiayaan paket
masa depan kepada Bank BTPN Syariah KCP
Patrol, setelahnasabah memenuhi persyaratan yang
telah di tetapkan oleh Bank BTPN Syariah KCP
Patrol,

Nasabah dan Bank BTPN Syariah KCP Patrol
melakukan proses negosiasi yaitu dengan terjadi
kesepakatan bersama dalam pengembalian dana
yang di berikan Bank BTPN Sayariah KCP Patrol
dan terjadi akad murabahah,

Bank BTPN Syariah KCP Patrol menyerahkan
dana sesuai dengan usaha yang di ajukan nasabah
dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk
membeli barang sebagaimana yang telah menjadi
kesepakatan dalam akad murabahah,

Pembelian dilakukan oleh nasabah kepada supplier
(pemasok) dan penyerahan barang dari supplier
kepada nasabah dan tidak perlu melalui pihak Bank
BTPN Syariah KCP Patrol,

Bank BTPN Syariah menerima bukti pembelian
yang dilakukan nasabah

Hukum Ekonomi Syariah
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7. Nasabah akan membayar atau mengembalikan dana
yaitu berupa harga pokok di tambah dengan margin
keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah
pihak

Tinjauan hukum Islam terhadap akad wakalah wal
murabahah pada pembiayaan paket masa depan pada
praktiknya pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol sesuai
dengan hukum Islam karena pihak bank memiliki barang
yang telah diberikan oleh nasabah yang dilakukan dengan
mewakilkan pembelian Produk kepada nasabahnya oleh
karena itu pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol sudah
sesuai dengan akad wakalah wal murabahah menurut
perfektif hukum Islam karena pada dasrnya jual beli
merupakan tindakan memindahkan hak milik sehingga
apabila Bank Syariah KCP Patrol tidak memiliki barang
yang akan dijual kepada nasabah maka tidak akan terjadi
wakalah wal murabahahsesuai dengan Fatwa DSN-MUI
No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahahyaitu “jika
bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga tentunya akad jual beli murabahah harus
dilakukan dengan prinsip barang tersebut menjadi milik
bank” praktik pembiayaan Bank BTPN Syariah KCP Patrol
sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini dapat
diketahui pada saat Bank BTPN Syariah KCP Patrol
mewakilkan dan memberikan pembiayaan di waktu berbeda
maka hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena
menurut hadits nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’y
At tirmidzy dan Al Muntaga bahwa: Tidak halal melakukan
transaksi utang piutang dan penjualan dalam waktu
bersamaan, tidak halal menggabungkan dua syarat dalam
satu penjualan, mengambil keuntungan terhadap barang
yang belum masuk dalam dhamannya dan tidak halal
menjual barang yang belum pada engkau.

Namun jika mewakilkan dan pemberian diwaktu yang
bersamaan maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum
Islam karena pada dasarnya akad wakalah wal murabahah
harus dilakukan diwaktu yang berbeda. pembiayaan
bermasalah tersebut pada umumnya diawali oleh
keterlambatan angsuran piutang pembayaran nasabah,
pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten
Indramayu telah melakukan segala cara penagihan yang
dapat dilakukannya seperti pemberian surat jatuh tempo,
penarikan tabungan nasional dan sistem tanggung renteng
tetapi pihak nasabah masih saja tidak membayar karena
pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol tidak menerapkan
prinsip kehati-hatian seringkali ketiga cara tersebut tidak
membawa hasil sehingga bisa merugikan pihak bank itu
sendiri.

Dalam sistem penanganan pembiayaan bermasalah di
Bank BTPN Syariah KCP Patrol belum sesuai dengan
prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia kerena Bank
BTPN Syariah KCP Patrol sistem penanganannya terdapat
sistem penangan pembiayaan bermasalah yang merugikan
salah satu pihak dengan mengunakan tanggung renteng
merupakan sistem penalangan angsuran apa bila terdapat
nasaabah yang tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang
di berikan pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol menurut
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prinsip syariah dalam suatu perikatan ditetapkannya
keridhoan kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang
dankerelaan dari setiap anggota dalam membayar hutang
kewajiban yang ditinggalkan. Dalam praktiknya beberapa
nasabah mengluhkan sistem penangan pembiayaan
bermasalah yang di buat oleh pihak Bank BTPN Syariah
KCP Patrol sehingga memberatkan nasabah. Tentunya
nasabah harus mengikuti prosedur tersebut walaupun
merasa keberatan oleh karena itu Bank BTPN Syariah KCP
Patrol belum sesuai dengan prinsip syariah karena ada
tuntutan yang harus di lakukan oleh anggota tersebut tanpa
adanya keridhoan dari anggota grup sedangkan dalam
prinsip syariah harus ada keridhoan antara pihak-pihak yang
menanggung angsuran tersebut tanpa adanya paksaan dari
pihak bank.

Praktik penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh
Bank BTPN Syariah KCP Patrol terdapat ketidak sesuaian
dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu dalam sistem
penangann pembiayaan yang di berikan pihak Bank BTPN
Syariah KCP Patrol menggunakan sistem pemberian surat
jatuh tempo, penarikan tabungan dan sistem tanggung
renteng sedangkan dalam Peratura Bank Indonesia (PBI )
No 13/09/2011 tentang penanganan atau restrukturisasi
pembiayaan bermasalah yaitu dengan (rescheduling),
(reconditioning), dan (restructuring), Oleh karena itu perlu
adanya perbaikan dalam sistem penanganan pembiayaan
bermasalah agar sesuai dengan prinsip syariah, prinsip
kehati-hatian dan peraturan Bank Indonesia agar tidak ada
salah satu pihak yang dirugikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas,

maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perlu adanya unsur kehati- hatian dalam
menerapkan pembiayaan wakalah wal murabahah
dan sistem penangan pembiayaan bermasalah
tentunya dilakukan dengan baik dan benar dan
dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah
ditetapkan oleh Bank Indonesia No 13/09/2011
tentang penanganan atau restrukturisasi
pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan prinsip
syariah dan menghindari hal-hal yang dapat
merugikan keduabelah pihak.

2. Bagi pihak bank diharapkan untuk lebih berhati-
hati dalam menerapkan akad wakalah wal
murabahah dan sistem penanganan pembiayaan
bermasalah yang di berikan pihak bank harus sesuai
dengan prinsip syari’at Islam dan aturan yang sudah
di tetapkan agarterhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan dan tentunya dapat merugikan bank
sendiri.

3. Bagi nasabah diharapkan bersungguh-sungguh
dalam menjalankan usahanyadan untuk mampu
memanfaatkan pembiayaan yang diberikan pihak
bank sebagaimana yang telah disepkati agar
nasabah tersebut bisa mengembalikan pembiayaan
kepada pihak bank dan memahami setiap prosedur



yang diberikan pihak bank agar terhidar dari
pembiayaan yang merugikan diri sendiri

VI. SARAN

A. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

penanganan

pembiayaan bermasalah pada praktik

pembiayaan wakalah wal murabahah di Bank BTPN
Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu, maka dapat
disimpukan sebagai berikut :

1.

Penerapan akad wakalah wal murabah di Bank
BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu
sudah sesuai dengan akad tersebut karena rukun dan
syaratnya sudah terpenuhi dimana ada penjual
pembeli, pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
Bank BTPN Syariah KCP Patrol sudah sesuai
dengan hukum Islam karena hal ini dapat diketahui
pada saat Bank BTPN Syariah KCP Patrol
mewakilkan dan memberikan pembiayaan di waktu
berbeda maka hal tersebut sudah sesuai dengan
hukum Islam, namun jika mewakilkan dan
pemberian diwaktu yang bersamaan maka hal
tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena
pada dasarnya akad wakalah wal murabahah harus
dilakukan diwaktu yang berbeda

Praktik penanganan pembiayaan yang dilakukan
oleh Bank BTPN Sayriah KCP Patrol yaitu denagn
surat jatuh tempo, penarikan tabungan nasabah
nasional dan sistem tanggung renteng terdapat
ketidak sesuaian dengan peraturan Bank Indonesia
No 13/09/2011 tentang penanganan atau
restrukturisasi pembiayaan bermasalahyaitu berupa
penjadwalan kembali (rescheduling),
(reconditioning), dan (restructuring). Selain itu
Bank BTPN Syariah KCP Patrol tidak menerapkan
prinsip kehati hatian dan prinsip syariah sehingga
hal ini bertentangan dengan hukum Islam oleh
karena itu perlu adanya perbaikan dalam sisitem
penanganan pembiayaan bermasalah.
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